
STUDMISLMIM
INDONESIAN JOURNAL FOR ISLAMIC STUDIES Volume l, Number 3, 1994

HIsrony, POTTICRI IITIRETS AND CULTURAL ENCOUNTER

The Dutch in the Indonesian Archipelago

Iaufik Abdullah

BETWEEN MOSOUE AND MARKET

The Muslim Community in Quiapo, Metro Manila

Kuntowijoyo

HnurR (1908-1981)AND THE INTEGRATIoN oF THE lsLAMlc

Uuutnor INDoNESIA

Karel Steenbrink

tssN 0215-0492



STUilIAISIAMIil
lndonesian Journal for lslamic Sludies

Volume I, N0.3, 1994

EDrroRrAr BoARD,

Harun Naxtion
Mastubu
M. Quraisb Sbibab

A Aziz Dablan
M. SatrioEffendi
Nabilab Lubis

M.YunanYusuf
Komaruddin Hidayt
Dien Syatnsuddin

Muslhn Nasution
Wabib Mu'tbi

Emton N Cgrrr,

AryutnardiAzra
EDtrons,

Saiful Muzani
Hendro Prasetyo

Jobanil. Meuleman

Nurul Fajri
BadriYatim

AsstsrANTs ro ]ltE EDtroR,

Arif Subban

Mucblis Ainunafik
ENGLISH LANGUAGE ADUSOR

JuditbM. Dmt
AR BrchNcuAGEADVrso&

Salabuddin An Nadui
CovrnDEstcxrn,

S. Pringka

STUDTA IsLAMTKA (ISSN 0215-0492) is a journal published quanerly by rhe Institut Agama Islarn Negeri

(IAIN, The State Institute for Islamic Studies) Syarif Hidayatullah,lak$Ia, (Sfi DEPPEN No.lzglsV
DIIIEN/PPG/STT/L976) and sponsored by the Department of Religious Affairs of the Republic

of Indonesia. It specializes in Indonesian Islamic studies, and is intended to communicate original
researches and cument issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars

of related disciplines.

All articles published do not necessarily represent the views of the journal, or other institutions to

$fiich it is afiiliated. They are solely the views of the authors.



Tbe Deualaation of Aliran Politics 177

Current Issue

The Devaluation of Aliran Politics
Views from tbe Tbird Congress of tbe PPP

Abstraksi: Banyah pmdapat yang lnengatakan baltwa muktamar Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) yang baru lalu punya arti strategis

tersmdiri harma hasilnya akan menentukan pemilu 1997 dan hemudian

Si.dang[Jmum MPR 1998. Pada Sidang[Irnum inilah rnmurut banyah

kalangan ahan berlangsung suksesi nasional, termasuk di dalarnnya
pergantian pemimpin negara, presiden REnblik Indonesia' Maka banyak

leelompok berbepentingan dengan muktamar I,PPyanghetiga ini: siapa

yang memimpin kendali partai ini ia aban ihttt berperan pada saat suksesi

yangpenting tersebut.

Bagairnana kelomp ok-kelomp ok kEentingan memp erebutkan kepe-

mimpinan PPP ti.dak bisa dilEaskan dari kontehs mahro tersebut. Namun

demihian banyah pmganTat yang nTendefi.nisikan PPP sebagai zuujud dari
politih Islam atau politih santri, salab satu dari polirik aliranyang dihmal
selama ini. Sebagai suatupolitik aliran santri atau Islam PPP dipandang

sebagai kelompok politik yang di'dasarhan atas nilai'nilai Islam yang

dianutnya. Jika benar kuhur santri atau Islam sebagaifaktorpembmtuk
(konstitutifl partai ini, mengapa konflik intemal terus'nTenerus berlang'

sung? Buhankab mereka berada dalam satu sisterrT nilai yang sama?

Penganut herangka politik aliran melihat babua di dalam PPP

setidahnya terutakili dua sistern nilai Islam yang berbeda: modernis dan

hansentatif, Yang pertama diuakili teruta'rna oleh Muslimin Indonesia

(MI) dan yang hedua oleb Nabdlatul ulama (NU). Konflik intern yang

berlangsung dalam tubuh PPP sekarang ini merupakan reJleksi dari belum

tuntasnya fusi antara dua sistem nilai santri ini.
Tapi apakah betul honflik di dalam PPP itu sebagai refleksi dari
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antara keduanya tid.ak bisa berh,ompromi atau berkoalisi? Lebib jauh dari
itu apakab masih tepat memabami PPP sebagai uujud dari salab satu
aliran politik yang selarna ini dihenal, yakni politik aliran santri atau
Islam?

Daripengarnatan terbatas atas muhtamar PPPyanglalw seperti dimuat
di media massa dan juga dari diskusi-diskusi dengan para-politisi ppp
terlibat adanya deraluasi politik aliran santri pada partii ini, yahni
nlenurunnya sernang|.t kesantrian sebagai sistem nilai yang kbas partai
ini,yangmembedakannya secara hultural dari Golongan Karya (Gotkar)
ataupun Partai Demohrasi Indonesia (PDI). Tidah terlibat mwnculnya
ile-ide y1'ng khas santri yang dikonfrontasikan dengan ide-ide yang hias
dari G^olhar ataupun PDL Malah sebalihnyasemuakitompok kE*iiogon
atau fahsi'faksi yang terbentuk menjelang muktamar berlomba-loiba
mendapat pengakuan dan duhungan dari pemerintah, yang -halau
mengu_nakan kerangka politik aliran- justeru lazaan politiknya; yang
muncul ke permukaan adalah perlombaan antar faksi, bukan sekedar
antar unsur' untuk, mmdapatkan dukungan pemerintah. Faksi Rembang
dan FaksiJombang hedwanya dari unsurN(J, sanTa-san7a bersaingwntwL
mendapatkan pengesaban dari presiden, u;alaupun keduany) gagal
bertemu presiden. Menurut satu penafsiran, pihaE suprastruktur 

-te-blh

m m gh endak i fak s i M etar eum (B uy a Is m a i I H a san M e tare um). D ukwn gan
swprastruktur atas Metareum terlibat jelas ketika ABRI leua,t pmerangan
ABRI mengunggulhan Metareunt untuk, terus mmduduki hepemimninan
PPP. Maka yang berlangsung adalah kolaborasi antara ,rpristrrkt), da,
satu faksi di dalam PPP. Ini yang paling menentuhin kemenangan
Metareum, dan jelas tah bisa difabarni dengan kerangha politih aliran.

Tidak terlihat konflik-honflik intern yang disebabkan oleh perbedaan
nilainilai antara mereha, m'isalnya orioro unsur MI dan NU. lyarna
unsur rnenTang masih terlihat, tapi tidak banyak mencerminkan nilai-
nilai yang mereka anut, melainkan lebih sebagai artikwlasi kepentingan
mereka masing-masing wntuk merebut kepemimpinan ppp. Uika
leykngsung koalisi'koalisi lintas unsur anrara faksifabsi atau kelompok-
kelompok kepmtiytgan, dan kadang-kadang lintasan itu tah terboyangkan,
misalnya kaihafaksi Jalil (Matori Abdul Jalil) bersedia berkoalisi dengan

laro y,ang dihenal sebagai tohob PPP yang justeru pernah nrenggusur
banyah politisi NU dari PPP. Koalisi lintas unsur jiga drtempuifaksl
Metareunt dengan faksi Nu lain yang tentu saja dipandang lebib
ahomodatif, Namun Metareum juga tidah ragu-ragu meninggalhan
rekannya di MI yang dihenal sebagai Kelornpok Delapan hetikimereka
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dip andan g tid a k m en du kun g kep m tin ganny a untuk t et ap duduk s e b a ga i
ketuaumum PPP.

Pada perpolitihan yang sangat praktis seperti muktamar PPP tersebwt

aliran dan unsur tidah begitu terlibat; yang terlihat nyata adalah
bagaimana merebut h,ursi kepemimpinan PPP. Berpolitih untuh
rnemperjuangkan nilai-nilai seperti yang dianut dalam aliran mereka

mengalami kerneros otan. Deu alusi p o litik aliran berlangsung y ang ny ata

adalab berpolitih. untuk kekuasaan, dan nilai'nilai itupun ditundukkan
pada hekuasaan tersebut. Tidak mengherankan kemudian di antara fahsi
yang halab menyatakan heluar dari PPP dan ingin bergabung dengan

PDI, partai yang berada pada aliran yang lain.
Deaaluasi aliran politik pada PPP ini berlangsung secara intensif

terutaftia karena kebij akan pemerintab yang rnensy aratkan setiap partai
politikharus berideologi Pancasila sehingga secara ideologispartai-partai
politih yang ada sama. Di sarnping itu juga kebijakan pemerintab yang
meletahhan partai-partai politik berada di bauab npembinaan"

pemerintah, karena itu konnol atas partai-partai politik lebih
dimungkinkan.

Pada tinghat masyarakat yang lebib luas, deoaluasi politik aliran
berlangsung lewat pembanguna.n yang digerahkan negara, terutama lewat
pmdidikan. Perbedaan-perbedaan aliran terkikis secara perlaban na?nun

pasti. Islam badir tidak. lagi dalarn politih aliran tapi lebih pada sistem

nilai sosial dan budaya yang dapat menjangkau sasara.n yang lebih luas,

rnenembus sehat-sekat seTnacaTn partai politik. Generasi baru Islam
tumbuh dengan relatif bebas dari honflik aliran ini. Mereha menjadi
gmerasi yang lebih hosmopolit dan rasional, dan karma itu pilihan'piliban
politik mereka juga lebih rasional. Protes kelompok yang menamakan

dirinya FKGMNIJ atas keterlibatan kyai di PPP mencerminhan generasi

ini, dan diperhirakan sangat luas ddn akan terus meluas seirama dengan

pembangunan. Generasi ini tidah bisa lagi dimobilisasi oleh pemimpin-
pemimp in politik yang mmgandalkan bubungan emosional, seperti dicoba

ditunjukhan oleh h4'ai kelompok Rembang. Massa kyai atau'tlamikini
sedang berwbah. Hubungan ern.osional rnereka dengan kyai swdab

lrTenurun. Maka klaim kyai bahrua mereka berbasis ?ndssa tidah lagi
menarik suprastruktur politik untuk n enanggapinya. Kyai sebagai

pemimpin politik -mampu memobilisasi massa untuk tujwan k ekuasaan

tertentu- sedang dalam hrisis. Putera-pwteri unxat Is lanT sekarang sudab

dapat masuk PPP, PDI ataupun Golhar tanpa nterasa ada hambatan

berarti s ecara kubural.
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ne of the most remarkable political phenomenon in Indonesia
tn 1994 was the third congre ss of the Partai Persatuan Pem.bangu'

n an (PPP) or the Muslim-oriented United Developme nt P arry.
This congress, held August 29 to September 2, was not only impor-
tant to the PPP itself but also to a short-term national political target)
the t997 general election through which the members of the People's

Representative Council (DPR) will be elected. It is they, along with
other members of the People's Consultative Assembly (fuIPR), who
will determine the national political succession as it is assumed that
the presidential substitution will take place at the 1998 General As-
sembly.

The national succession has become a crucial issue recently, be-

cause President Suharto is considered too old to nrn for the next presi-

dential election. He will have to retire. It is the DPR/MPR members,
including those from the PPP, who will decide who will replace him.
The PPP will be important then. That is why many political and in-
terest groups competed each other to seize the top spot of the PPP.

The government, for the sake of preserving the status quo, will surely
not let the position of the PPP chairman be taken over by a radical,
critical or outspoken figure.

Historically and ideologically PPP is an Islam-based political p*tty,
and came into being from the 1923 fusion of four Islamic political
parties: Nabdlatul (Jlama Qr{Q, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi,

then known as the Muslimin Indonesia or MI), Partai Syarihat klam
Indonesia @SII, then known asthe Syarikat Islam or SI) and Perguruan
Tarbiyab klamiab (Pert).

It is understandable therefore if many Muslims still view PPP as

an Islamic political party, even although its ideology has been for-
mally changed by Pancasila (the Five Principles) since the New Order
government's policy on socio-political organizati ons (ors o sp o [) in 797 5.

This policy had the Pancasila accepted as the ideology or principle of
every socio-political orgarization (orsospol), including political parties.

The fusion of the four Islamic political parties to become PPP was

based on the affinity of their ideological or value orientation, or more
commonly known in Indonesian political discourse as an aliran: Is-
lam.1

The concept of the aliran has become popular in Indonesian po-
litical discourse pince Geertz2 used it to denote three groups of sys-

tems of meaning, or vertical structures of identity and organrzation:

Studia hhmika, Vol. I, No. 3, 1994
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prtyayi, abangan and santri. They are viewed as primary factors in
generating social identity and action in post-colonial Indonesia. The
first two are Javanese: priayi is an ideology oriented towards Hindu-
Buddhist andJavanese mysrical world views, andabanganis the more
popular syncretic ideology of the peasantry, influenced by Javanese
animism. The third aliran, santri, is a pious Islamic world view shared
by bothJavanese and outer Island societies. The concept of aliranhas
been associated with social and political characteristics: priyayi with
the officials of the modern stare bureaucracy and rhe PNI (Partai Na-
tional Indonesia, or Indonesian NationalParty); abangan with the
peasant masses and the PKI (Partai Komunis Indonesia, or rhe Indone-
sian Communist Party); and santri with indigenous merchants, land-
owners and the two political parries: the Masjumi and the NU.3

The problem is whether Islam as an aliran is really effective in
uniting all elements, factions or interesr groups within the PPP. Based
on their studies, especially on the PPP in the late 7O's andearly 8O's,
Ali and Saimima conclude rhat, as the aliran party the PPP has been
fadingaway.a

It needs more serious research to verify whether Islam or santri, as

an aliran really consrirures the PPP. Observing the third congress of
the party may contribute to that research.

Conflicts and Elemental Coalitions

The congress seemed to be very much colored by internal con-
flicts, particularly within the rwo biggest elements of the partyt the
MI and the NU. However the conflicts were in fact not limited to
between the elements but also among factions within each element.
Both the MI and the NU had broken into at least three factions re-
spectively: the MI into the factions of Metareum, the four and Naro;
and the NU into factions of Rembang, Tebuireng and Cipete.

l. Muslimin Indonesia (MI)

Muslimin Indonesia (lvII) historically came into being fromParmusi,
and it is now under the leadership of J. Naro. However, since the
second congress of the PPP when he was nor re-elected ro rhe top spor
of the partf t his dominance in the Party has been overtaken by those
who are recognized as rhe Kelompoh Delapan (the "Team of Eight"):

Studia hhmiha, Vol. 1, No. 3, 1994
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Ismail Hasan Metareum, Aisyah Amini, Hartono Mardjono, Cholil
Badawi, Husnie Thamrin, Mohammad Solaiman, Yusuf Syakir and

Faisal Basyir. Furthermore Metareum had been elected as the PPP's

chairman, replacing Naro.
The replacement of the PPP's chairman has opened an internal

conflict in the MI: Naro's faction versus the Kelompok Delapan.This
became a sharp conflict between the two when they paid their re-

spects to the third congress of the PPP. As will be presented later,

Naro's faction has tried hard to recover the chairmanship of the PPP.

a. The Kelompok Delapan (Team of Eight) and the Faction of Four

The internal conflicts within the MI element of the PPP become

more acute when the Kelompok Delapan broke into at least three

further groups: Metareum's faction (Aisyah Amini and Metareum him-
self), the Kelompok Empat or the Team of Four ftIartono Mardono,
Husnie Thamrin, Cholil Badawi and Muhammad Solaiman) and a
"neutral faction" (Yusuf Syakir and Faisal Basyir).

Metareum's faction championed Metareum himself to nrn for the

election of chairman of the PPP's. The Kelompok Empat, conversely,
objected to nominating Metareum because, in their rhetoric, he was

viewed as unsuccessful during his period of the PPP leadership (1989-

94). As an alternative they appointed Cholil Badawi to nrn for the

election. In the meantime, the neutral faction kept silent as to whether
they supported Metareum or Badawi.

The conflict within the Kelompok Delapan was headed -before
the Kelompok Empat was crystallized- by Hartono Mardjono who
claimed that Metareum was unsuccessful in keeping the vision of PpP.

Flowever, he did not gain any support from his team and was Practi-
cally alone.5

Seeing the friction, a meeting among the Kelompok Delapan was

proposed in order to eliminate more conflict and to keep the team

harmonious and united. At this meeting -held in Bogor on July 14

L994- all the eighters, excluding Mardjono, agreed to nominate
Metareum for the election with some concessions: if Metareum was

re-elected as the chairman of the PPP, he would have to recruit Cholil
Badawi as a member of electoral board or formatter team elected in
the congress, to include Yusuf Syakir and Cholil Badawi in his suc-

cess team, and also to select Husnie Thamrin as a member of the
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Party Executive Board (Deutan Pelahsana Partai, DPfl of the PPP.
In the process, however, these concessions were hard to keep.

Metareum felt more secure with his solid success team which had been
established previously. He then stated that the Kelompok Delapan
were not his main supporters.6

Thamrin -following Mardjono- wrote a letter to "say goodbye"
to Metareum and he then nominated Badawi -one of the senior poli
ticians of the MI in PPP- as PPP chairman.T Muhammad Soleiman
agreed with Thamrin so he then spread this letter to all Provincial
Executive Board (Dewan Pelaksana Vilayah, DP\Q and all Munici-
pal Executive Board (Dewan Pelaksana Cabang, DPC) of the PPP.8 It
was hoped that the letter would influence the election because they
are the malority of the voters.

In his rhetoric Cholil Badawi denied that he tried to challenge
Metareum.e However, when he was asked if he was on Metareum's
side, he would only say, "no comment on that matter. The chairman
of the PPP will be decided by the congress".

As the congress drew near, it was reported that the faction of four
preferred Badawi and Haz to the Metareum-Jalil duet for the posi
tions of chairman and secretary general of the PPP. Haz and Jalil, as

will be presented later, are outstanding PPP politicians from the NU
element and have campaigned to run for the top spot of the party.

But outspoken Thamrin and Mardjono of the faction of four were
inhibited in their means to support Badawi to take the top spot of the
party. They were excluded by regulations of the congress that state
that a participant of the congress who votes and is being voted for
must be a functionary of Party's Consultative Assembly (Majlis
Permusyauaratd.n Pa.rtai, MPn, the Parry's Executive Board (Dewan
Pelaksana Partai or DPP), or a representative of a DPV or a DPC.
IJnfortunately they were none of them. Therefore they were auto-
matically not allowed to be present at the critical moment, the con-
gress. Thamrin and Mardjono only observed the congress and tried to
lobby the representatives from outside rhe arena.

b. Metarium's Faction

\7hile the faction of four of the MI seemed not ro be well-prepared
for the congress, Metareum's faction, on the contrary, had prepared a

success team for him long before the congress started. The team con-
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sisted of the young generation of HMI ex-activist PPP politicians: Yuzuf

Syakir (vice secretary general of PPP), Saleh Khalid (ex-chairman of
HtutD, Sa'ad Syamlan (a legislator), Bachtiar Chamsah (chairman of
North Sumatra's DP\fl), Ali Hardi Kiaidemak (a legislator), Muhsin

Bafadal (an ex-member of the electoral board of the second congress

of the PPP) and Ali Marwan (chairman of South Sumatra's DP\f).to
This team was known to be very solid, and long before the congress

they had consolidated voters at the DP'W and the DPC levels.

Muffling his rivals' political maneuvers from the NU element,

Metareum also felt it necessary to approach Jusuf Hasyim, a senior

politician of the NU who was also nominated by his faction to run
lor the election as PPP chairman. A meeting between the two politi-
cians was held, and many observers saw the possibility of a coalition

between them. Paving the way for the toP sPot of the PPP' one week

before the congress Metareum also met with Idham Chalid, another

senior politician of NU and ex-president of the PPP.11

Metareum's political moves were not only directed towards the

PPP politicians but also -this is even more important- towards the

gorr"in-"tt as the patron of all political parties, specifically the Armed

Forces (ABRI) and the Department of Home Affairs. So far Metareum

was known to have been close to government, and had led the party
as a good client of his patron.

Hir lo* profile, calm leadership and uncritical attitude towards

the government, made him acceptable. So it is not strange that the

Armed Forces, the real authority of New Order Indonesia, nominated

him as chairman of PPP in the congress, as implicitly stated by the

Armed Forces spokesman, Syarwan Hamid: "The leadership of
Metareum in the PPP has been a tested success. He is able to make

good communications with the Armed Forces and the government.

... the next leader of the PPP is the one who will be able to mediate

the superstructure fgovernment] and the infrastructure [people]".l2
In Indonesian politics, the government and the Armed Forces

(ABRD are recognized as the two determining factors. 'Without their
support or blessing, a person's political carrier, including that of one

of the PPP's top politicians, will not Progress smoothly. Metareum
seems to be aware of these real politics.

Metareum's tricks were also much based on his interpretation of
the contemp orery map of Indonesian politics, in particular of the na-

tional succession. He viewed his main rival to the top spot of the PPP,
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Mathori Abdul Jalil, his secretary general, as having made a coalition
with certain faction of the Armed Forces (ABRI) which was assumed
to be disloyal to President Suharto. The figurehead of this faction is
the Catholic retired General Beny Murdani. It has been reported that
he would have run for the presidential election and competed with
President Suharto. This political rumor became widespread after the
ambassador of the United Srates, John Munjo, was reported to have
had a meeting with some ourstanding Muslim intellectuals: Nurcholish
Madjid, Sri Edi Swasono, Ismail Sunny and Muslimin Nasution. In
that meeting Munjo wondered if Murdani could be nominated to be
Indonesian President. Madjid gave a negative response saying that it
was impossible, Indonesian Muslims would not accept him. "But
Abdurrahman \ilahid [chairman of the NU] accepts him", Munjo ar-
gued. Madjid then said, "it is impossible that Vahid will accept him as

a president candidate. Even though he will, this does nor represenr rhe
NU communiry, let alone the wider Muslim community". k was also
gossiped that, if Murdani had been elected as president, \fahid would
have become his vice-president.

This scenario is projected to the 1998 General Assembly of the
MPR when it is assumed that the President's succession will take place.
That is why the PPP, as one of the "fracrions" of rhe DPR/MPR,
should be controlled. Jalil was projected to unseat this party chair-
manship for that political reason, and he had to rake over the PPP top
spot.ll

This may be a political gossip, but has been transformed to be-
come something meaningful in political games.

The tactics of Metareum's facdon were nor only limited to the
consolidation of power ar rhe levels of the DP\7 and the DPC but
also to a wider spectnrm of Muslim intellecruals and the new genera-
tion of increasingly educated Muslims when a forum, named Forum
Komunikasi Ummab Nusantara (Forum Konun),was established about
f,wo months before the congress. AM. Saefuddin (a legislaror), Saleh
Khalid (a legislator and member of Metareum's success team),
Hadimulyo (NGO activist andamember of theMPR),Imron Pangkapi
(a journalist and PPP's functionary) and also Yusril lzaMahendra-
known as a young Masjumist and a member of the teaching staff at
the University of Indonesia-, saw a need for intellectual p,articipa-
tion to empower the PPP. So far, they claimed, the elite leaders of the
partlt dominated by exponents of the MI, NU, SI and Perti, are still
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limited in anticipating and accommodating the new generation vot-
ers, the urban middle class, which have developed in the relatively
non-elemental sentiments of the party. They are professionals, NGO
activists, etc., who are relatively more independent, critical, cosmo-

politan and optimistic.la
The founders of the Forum Konun may be viewed as the fresh

blood of the perry.In their rhetoric, they emphasize the need for
complete fusion of the party. They are relatively independent from
the elemental sentiments, but many observers saw the forum as a Part
of Metareum's facdon. This is hard to deny as three of the them -
Saefuddin, Khalid and Hadimulyo- are personally close to Metareum.

They even started their political careers close to the last general elec-

tion under his authority within theparty. They are known as the ex-

activists of the IHMI Qlimpunan Maltasiswa Islam, or the Islamic Stu-

dent Association), the large Indonesian student organization. Khalid
is an ex-president of the organrzarion as is Metareum.

The Forum's exponents are also known as intellectuals who have

good access to the mass media. Pangkapi is a senior editor of the daily
Media Indonesia. Close to the congress they actively affected public
opinion. They therefore not only gained more poPularity but also

opened up polemics and bickering between their rivals.
Before the Forum Konun was officially announced its name, the

founders used the title "Nahdatul Ummah" 0{U). Since "NlJ" is usu-

ally the abbreviation for Nahdlatul Ulama -the large organizati'onof
Indonesian Muslim community and an element of the PPP- they
then added the adjective "ne'w" (b*r) to the NU, so it became "NU
baru" (new Nt-I) to distinguish it from the original NU.

Coming close to the congress, the political atmosphere among the

PPP politicians became heated. Some original NU exponents viewed

the use of the term "NlJ banr" (new NQ as political harassment against

the original NU. It was seen as a political move of a rival of NU
within the PPP. As a reaction to this maneuver, an outstanding poli-
tician of the NU, KH. Yusuf Hasjim raised the "MI baru" (new MI) as

the antithesis.l5 Even Mukrom As'ad of the NU element of the DPP
of PPP thought that the motive behind the founders of the Forum
y/as to strengthen their bargaining position in the next PPP leader-

ship. It had nothing to do with completion of the fusion. They could
not queue up for the elite positions in the perty.l6

Controversy about the "NU baru" not only involve NU-PPP

Studia khnika, Vol. 1, No. 3, 1994



190 Cunmt Issue

politicians but also Khalid Mawardi, an NU-Golkar politician, who
said that it was deplorable to see the attempt by some PPP politicians
to create a new faction within the party by using a name that was
intended to resemble Nahdatul Ulama. The founders of the new fo-
rum [Forum Konun], according to him, were known for their anti-
NU stance and their latest move was simply another deception to
discredit his organization which was busy preparing for its own con-
gress. He suggested that the founders should halt the plan to use rhe
title Nahdatul Ummah at once, because the abbreviation NU was al-
ready recognizedby law as belonging to Nahdatul Ulama.li Accept-
ing this suggestion, the founders apologized for using rhe name, and
said that it would no longer be used.18

It is interesting however, that the governmenr did not see the
establishment of Forum Konun as a destabilizingfactor in the part\t
whereas it is usually reactionary and conservarive in facing political
initiatives such as this. A Government official responsible for the con-
trol of political parties said that the establishment of rhe "new NIJ"
not to muddy the party but instead to dynamize as it drew close to the
congress.le

'$7hen it got closer to the congress the political interest of Forum
Konun's founders became more open and they could not wait to nomi-
nate Metareum to run for the chairmanship. Saefuddin, as one of the
founders, said that the masses (arus baanb or "lower stream") sup-
ported Metareum.2o This statement was urgent as a response to deny
the opinion that Jalil and Pamungkas, as the two conrenders against
Metareum, were supported by the masses, and conversely Metareum
was viewed as rootless.

c. Naro's Maneuvers

If the maneuvers of Forum Konun were in line with Metareum's
faction, conversely Naro's moves rejected the nomination of
Metareum. J. Naro, the only politician of New Order Indonesia who
committed "political suicide" by nominating himself to run as vice-
president in the election in the 1988 General Assembly of the MPR,
and now chairman of the MI, gave an open sratemenr that the MI did
not nominate Metareum as PPP chairman. He said that in the second
congress Metareum begged to be nominated for one term of the PPP's
chairmanship, and after he was elected he had in facr failed to develop
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the party. So Metareum, according to Naro' did not have a right to re-

election.2l
Naro in the first congress devised a regulation by which there was

only one formatter to form the DPP and the MPP, and it turned out

that he was elected as the formatter. Therefore he practically became

the single and strong authority of the PPP. Many NU politicians were

disappointed during his leadership as they were not nominated in the

1982 General Election.
His authoritarianleadership not only raised opposition from the

NU element but also from within the MI itself. The Kelompok Delapan

then took over his chairmanship in the second congress' and his po-

litical c reer practically finished.
In the third congress, Naro tried hard to return, but it was almost

impossible for him to make a new alliance or coalition within the MI'
element. This made him try to negotiate, crossing the elements within
the PPP, with Jalil of the NU. However, in the congress Naro had

become almost powedess. No single representative at the congress

voted for him. He was not even, as ex-chairman of the part!; allowed

to be present at the congress. His attempts to create a coalition with

Jalil's faction was viewed as his second political suicide, at least in the

eyes of the MI element.

2. Conflicts utitbin the NU

Like Metareum of the MI, Jalil of the NU had also prepared his

success team for the top spot of the PPP way before the congress. The

team consisted of ex-activists of the PMII (Pergerakan Mabasiszaa Islam

Indonesia, or the Indonesian Islamic Student Movement), a client or-

ganizarion of the NU and located at Jl. Asuransi No' 8, East Jakarta.z
It was from here that Jalil engineered his moves to unseat the PPP

chairman. Jalil started his political c reer when he was a student of the

Christian University of Satya \Tacana Salatiga, Central Java, as chair-

man of the Salatiga branch of the PMII. In 1985 he was elected as

chairman of the provincial chapter of the PPP in central Java. At the

second congress of the PPP he was chosen as secretary general of the

Puty.
Jalil held the view that there are no public figures among the party's

cadres. The lack of such cadres can be resolved rf 'ulamis (Islamic

scholar$ become involved in the party, as they are firmly rooted among
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the masses. Therefore it is crucial to involve the 'ulamhs so that they
take a more active parr in the party.B

M*y observers considered that Abdurrahman \trahid, president
of the NIJ, was behind Jalil's nominarion, when he said that many
PPP supporters would have turned to the PDI in the L997 general
election if Ismail Flasan had stayed at the helm after that congress. He
also said that Jalil could win the leadership if the election at the con-
gress was free from government interference.2a

Consolidating the power of the NU element, some NU politicians
and'ulamis had a meeting at Taman Mini Indonesia Indah (TMII), on
April 14 1994. Seventy 'ulamis were present to prepare their candi
date for the election of the PPP chairman. KH. Jusuf Hasyim, KH.
Syansuri Badawi, Karmani, Matori Abdul Jalil, Soelaiaman Fadeli,
Imam Churmen andHamzahHazwere among those present at the
meeting. Hazwas considered the initiator of the meeting.s

The meeting ended with a resolution that the PPP should be led by
an NU cadre.26 To follow up rhe resolution a ream of five was creared
and known as "the congress controller assembly" (rnajlis pengendali
rnuktamar): KH. Syansuri Badawi, KH. Cholil Bisri, KH. HafizSir{,
KH. Mussalim Ridho and KH. Nadhir Muhammad. At the meeting
some NU nominators also rose to unseat the Metareum chairman-
ship: Karmani (chairman of the DPP-DP\il of Central Java), Jusuf
Hasyim (a senior politician of the NU, and a leader of the Tebuireng
Pesantren, aJavanese traditional Islamic school in EastJava), Matori
AbdulJalil (secretary general of the PPP), HamzehHaz (alegislator),
Soelaiman Fadeli (chairman of the PPP-DPV of East Java) and Imam
Churmen (egislator).

The team continued to consolidate powers and proposed a meet-
ing among the NU politician 'ulamis at KH. Kholil BLsr|s pesdntren,
in Rembang, East Java. This meeting then become known as rhe
"Rembang meeting".

Before that meeting, a preliminary meeting was held in Purwokerto
on May 26 1994 at the residence of KH. Mussalim Ridho. It was hoped
that from this meeting some criteria would be formulated for pro-
posal to the Rembang meeting.2T At Purwokerro some NIJ 'ulamis
and politicians from East, Central and lVestJava were present. It was
reported that atthis informal meeting they restated that the involve-
ment of NU 'ulamis in the PPP should be intensified.z

However the FKGMNU (Forum Komunikasi Generasi Muda
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Nahdlatul lJlama, or Communication Forum of the Young Genera-

tion of Nahdlatul Ulama) protested about the meeting, saying that the

'ulamis had been manipulated by some NU politicians, whereas the

NU had decided to return to the "1926 hhittaD" (mission). This mis-

sion stated that the NU had no formal relationship with any political
parties; it is more a socio-cultural organization focusing on religion,
education and income generating by the ummalt (Muslim commu-
niry). t926 was the year of. the NU's establishment as a socio-religio-

cultural organization.
Amid controversy about the Rembang meeting, KH. Sahal

Mahfudz, a senior and charismatic'ulami'' of the NU and also known
as an NGO activist, stated that the meeting was a kind of NU dy-
namic. The Central Committee of the NlJ, according to him, did not
need to forbid nor to support the meeting.2e However he questioned
the urgency of the meeting, as the strength of the PPP did not depend

on whether its leadership was held by an NU man or not. FIe said it
was not certain that the PPP would be a stronger Party under the

helm of the NU's nominee because this does not automatically make

the NU communicy vote for legislator candidates of the PPP in the

General Election. He described that NU neutraliry from political par-

ties as making the community more independent. They will not auto-

matically accept 'ulamis'appeals to the NU community to vote for
legislators of a certain political p^rty.It is believed that these indepen-

dent political attitudes are a result of a political change within the NU
community, and a result of political education among them, particu-
larly after NIJ returned to the khittah.

His attendance at the Rembang meeting was surely hoped for, but
before the committee of the meeting invited him, he had decided not
to go because it was viewed as no connected with the NU.rc

In the meantime MahbubJunaidi, anotherNU exponent, suggested

that the Central Committee of the NU (PB NU) should not interfere
with the internal affairs of the PPP. He said that if the NU commu-
nity needed political party it would be better to propose a new one)

rather than taking part formally in existing political parties. There-
f.ore party politics act which only recognizes the triparty system,

should be changed.3l

Flowever KH. Munasir, of the Consultative Council of the NU,
stated that the NU community was the majority of the PPP's sup-

porters, and therefore it would be fair if an NIJ man, as a rePresentative
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of this majority, ruled the party.32

The initiators of the Rembang meering officially stated that the
motive behind the meeting was a commitment to develop the PPP
and to succeed the congress. It needed a moral force to strengthen the
party.33 The involvement of the hyais (|avanese Islamic scholars) was
considered crucial for that purpose, because they were viewed as a
major moral force. \ilithout their srrong involvement the party would
be much weaker. KH. Kholil Bisri, the head of the meeting, stared
that the role of the 'ulamA in the PPP had not been just minimized but
completely eliminated. He further claimed, "if this is continued I do
not know how the prospecrs of the partf t because the 'ulamis have
become leaders of the Muslim community (ummah), the basis and
source of the party's authority.3a Meanwhile, Jalil who had been nomi-
nated by the 'ulamis of the Rembang faction, srressed that an NU
exponent had been prepared ro unseat the PPP chairman, and that the
Rembang meeting was considered to be a roure to the position se-

lected through some criteria of the PPP leader which would be
formulated at the meeting.

Because of the controversy between the Rembang and the bhittah
factions, the meeting was reported to have be canceled. Soelaiman
Fadeli, chairman of the PPP-DP\( of East Java, said, "the PPP of East

Java will reject the meeting if it does harm fto the NU as well as the
partyl".35 \(/ahid also predicted, "There fin the meering] will be a clash
between the non-PPP and the PPP 'r!.lamis". Therefore he was pessi-
mistic about whether the meeting would be successful, and Anwar
Nurris, ex-secretary general of the NU felt the same.36

This pessimism made \fahid andJusuf Hasyim srate rhar the meet-
ing was nothing to do with the NU. "They'd be better claim them-
selves as PPP exponents than the NIJ's, because rhere are NU expo-
nents in Golkar and in the PDI", said Hasyim.37 Then\7ahid, as rhe
president of the NU, stated that he would nor go to the meering.

Flowever,Jalil, as anominated figure to run for the PPP chairman-
ship election, hoped that the meeting would provide him with a moral
force for the election. "Besides that from Abdul Rahman \7ahid I also
need blessings from other 'ularnis, such as KH. Sahal [Mahfudh],
KH. Ilyas lrals sfiriyyalt, or chasrman of the Consultative Council of
the NU] and KH. Idham Cholid".3s But these three 'ulamAs were in
fact not among the Rembang faction, and therefore they were nor
present at the meeting.
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Among the NU politicians who took P^rtinthe TMII meeting but
then opposed the Rembang meeting were Hasyim and Fadeli of East

Java, known as the faction of Jombang or Tebuireng or East Java.
They proposed an alternative meeting which included not only NU
exponents and PPP politicians but also those from Golkar and the

PDI.3e In a meeting held in Hasyim's house it was suggested that the

Rembang meeting be canceled as it was seen as harmful to the NU.40

From the provincial chapters of the NU there also arose some nega-

tive responses to the Rembang meeting. The Central Sulawesi NU,
for example, threatened that they would propose that the Central
Committee of the NU (PB NU) should purify the mission of return-
ing to rhe L926 khitab.ar Lahamado, chairman of the provincial com-

mittee of the NU (P\f NQ of Central Sulawesi, stated, "rhe kyais

who participated in the Rembang meeting have no institutionai aware-

ness. If rhe kyais do not return to the kbittab, the NU of Central
Sulawesi, which is neutral to any political parties so far, will affiliate
with Golkar".

In line with this spirit, KH. Sahal Mahfudz had decided not to go

to the meeting when he knew he was to be invited. "The meeting has

nothing to do with the NU. I know nothing about the meeting, have

never participated in nor wished to be involved with it. It does neither
harm nor good to the NU.a2 However he preferred the meeting to be

canceled.a3

Slamet Effendy Yusuf, chairman of the Pemuda Anshor (Youth
organization of the NU) and a Golkar legislator, saw the Rembang
meeting as having harmed the consensus of returning to the t926
hhittab. Agreeing with this view, Choliq Murod, an NU-PDI legis-

lator, reminded people that neither the meeting nor the PPP congress

uses the NU.44 KH. Dudung Abdul Halim, chairman of 'West 
Java's

NU, also said that their 'ulamAs would not take part in the meeting.as

Amid this controversy, Fadeli proposed another meeting, called
the Jombang meeting, in anticipation of the failure of the Rembang
meeting.{ FIe maneuvered even further when he said that it was not
impossible to create a coalition in the congress with the MI of
Metareum's faction.

Another maneuver of the Jombang faction was made by Hasyim
when he invited the Armed Forces chief Gen. Faisal Tanjung to at-

tend his school's graduation. As it was only agraduation of secondary

school students it was considered extraordinary when Tanjung ful-
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filled this invitation.az Therefore it made sense when this was seen as

evidence of a coalition between theJombang and Metareum's factions
as it was known that the government backed Metareum's.

Controversy about whether or nor the Rembang meeting would
be held had in fact forced some of its initiators ro meer and lobby the
chief of the Armed Forces' socio-political affairs, Gen. R. F{artono.
They assured the General that the meering would not decide who
would be nominated as the PPP chairman.as However it was reported
that another meeting was held and elected Karmani andJalil as candi-
dates to run for the PPP chairman election. These two figures would
be proposed in the congress.ae

Uncertainty about whether the Rernbang meering would be held
or not, also depended on the goyernment's permission, i.e. the secu-
rity agent. However this was answered when the Armed Forces' chief
gave the green light to the proposed meering.so

News of this green light quickly soon spread, but the committee
had doubt about the securiry of the meeting when it was reported that
the FKGMNU would come and stir up trouble. As a response to rhe
possible lack of security, the house head of the meeting, KH. Kholil
Bisri, stated that it would not only be secured and guarded by pesilats
(traditional self-defenders) but also by ghosts and powers of other
mystical beings (kekuatan ghaib).1In a sense this is a cultural reflec-
tion of this traditional NU faction.

The meeting, held on June 26 was attended by 79 kiyais.Haz,JabI
and Karmani, the NU-PPP politicians, were presenr among them.s2

There were five agendas to discuss at the meeting: rhe nationhood,
the statehood, the criteria of PPP's chairmanship, the 1926 hhittah
and national succession. The drafts of all of these agendas were formu-
lated by the NU-PPP politician boit.tt

The most crucial and conrroversial agenda item was about the cri-
teria of the PPP chairmanship because some kyais wanted to specifi-
cally name a candidate for the PPP chairman and some did not. If one
had been chosen it would have resulted open clashes among them,
that would have been harmful to the uniry of the faction itself. Ac-
cording to KH. Kholil Bisri the meering would discuss the criteria
then form a team (lajnah) to follow up rhe recommendations of the
meeting. The team would be responsible for lobbying at the top level
of political decision-makers.sa At the meeting the sratus of the MPP
would also be discussed. The problem with the PPP-MPP, where many
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NU foiais are involved, is its minimal role in the decision-making pro-
cess in the PPP. The meeting would propose that the MPP be elected
by the representatives of the congress through the electoral board, not
chosen by the DPP.

Flowever, the Rembang meeting finally did not officially decide
the name of a candidate to run as the PPP chairman. They seemed to
be confused with three names: Jalil, Haz andKarmani. However Suara
Karya, a datly paper belonging to the government backed Golkar,
reported that all the 'ularnis wanted Jalil to be the candidate. Com-
pared to the other two, he was considered the most suitable for the
agreed criteria.s5 This aspiration could not officially be relayed to the
public because of an agreement with the government not to select a

narne, besides the need to safeguard the unity between the NU-PPP
politicians involved in the faction.s6

From the meeting, some political statements arose: "the PPP is a
pany of the NU communiry. Therefore it must be led by an NU
man. The community is aware of this. Under the MI chairmanship,
the gain of votes in General Elections has continued to decrease. So

the PPP must be under the helm of an NU man in order to increase

the gain of votes".s7

The meeting also stated that they supported President Suharto's
leadership, and supported his re-election as President for the next five
year term. Suharto has been President since 1966, some 28 years, and
therefore many critics hope that he will be replaced and say that Presi-
dential term should be limited to two periods. But the kyais of. rhe
Rembang meeting stated:

In Islamic teaching there is no limitation on a positionljabatanf.If.
there is it will be legally forbidden lhar,iml. Whoever leads, helshe
may continue to be elected as far as he/she is able and just. ... and one
of the criteria for a national leader is listening to the advice of the
'ulamks.58

A "team of nine" was formed to follow up all the recommenda-
tions of the meeting: KH. Syansuri Badawi (egislator and chairman of
the MPP of PPP), KH. Kholil Bisri, KH. Nadhier Muhammad, KH.
Mussalim Ridho, KH. Hasyim Syiraz,KH. Alawy Muhammad, KH.
Dimyati Rais, KH. Nukman ZeinandKH. Syuaidi.

As has been mentioned above, the meeting did not choose a candi-
date for the PPP chairman, whether it should be J altI,Haz or Karmani.
It was the job of the team to lobby for who was the most acceptable,
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particularly to the government, among the three. They needed to lobby
the elite of the government, as Syansuri Badawi as chairman of the
team said: "the names will be discussed with the President fsuharto],
and if God wills one proposed name to the president will be accepred".

In order to follow up the meeting the team also intensified their
meetings and consolidation among the DP\fls and the DPCs.5e They
even met Metareum to convey a recommendation of the meeting,
asking that the 'ulamis of the Rembang faction be invited to the con-
gress as advisors.6o

The wish to meet the President was conveyed to Gen. R. Hartono
and his help sought about this.61 It was reported that the General would
be pleased to help them meet the presidenr.62 However, a few days
later it was reported through the State Secretary, Murdiono, that the
President had no time to meer them.53

Amid their disappointment about the President's refusal to meer
them, it was reported that KH. Alawy Muhammad, chairman of the
team, who is known as an outspoken and charismatic foiai of Sampang,
Madura, "baptized" (bai'ah) that Jalil be nominated as candidate for
the PPP top spot.a4

Consolidating his support, Jalil facilitated a meering in Garut, 'West

Java, as he saw a sign that the hyais of the Rembang faction had de-
cided to nominate him. However the Garut meering only resulted in
the team of nine dispersal and a recommendation to choose one can-
didate for nomination through istikhdrab prayer (a special prayer when
someone is confused about how ro decide the best) which would be
undertaken by three charismatic kyaisknownto be very close toJalil:
KH. Syansuri Badawi, KH. Alawy Muhammad and Cholil Bisri.6s

Amid the maneuvers of the Rembang faction, anorher group of
the NU, known as theJombang, Tebuireng, or Ampel faction, which
nominated Hasyim, stated that the NIJ 'ulamis of East Java would
send a letter to the President and ask him that an NU man -JusufHasyim- be trusted to unsear the PPP top spor. It was also said that if
it was necessary the 'ularnds would convey the letter directly ro the
President.6 They had nominated Hasyim b.""rrr. rhere was nt candi-
date of the NU as senior as him in politics,6z

Before the open conflict among the NU elemenr, Hasyim himself
had cross the elemental lines when he had a meeting with Merareum
of the MI. After the meeting he stated that the chairman of the PPP
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should not be from the NU.68

Just as the Hasyim faction made a coalition with Metareum's of
the MI, the Rembang faction also made a cross element coalition with
another MI faction, Naro's. This latter coalition gained special atten-
tion from many PPP politicians and observers as under Naro's lead-
ership, many NU politicians in the PPP were swept along, including
Hasyim. Therefore the coalition in the eyes of the Hasyim faction,
was a betrayal of the NU.6e

Amid the clash betweenJalil's faction and Hasyim's,Haz, known
as a faction of Cipete NU and disappointed with the Rembang faction
which had nominatedJalil, made a beautiful maneuver when he gave
a response to Metareum's open declaration of his wish to be re-elected.
He said that Metareum w'as correct to be ready to be re-elected.Zo He
pointed out that Metareum's readiness was based on the real support
of the DPCs and the DP\7s: representatives of 75 DPCs are from the
MI, and only 55 from the NU. Therefore, if it was based on elemental
interests, all of the electoral board or formatters would be from the
Mi. He hoped that Metareum would not take that route, and stated
that the first priority was the unity of the party beyond the elemental
interests. He said, "togetherness to develop the party must be the first
priority".7l

It was surely a smooth maneuver on Flaz's part to make a new
coalition with Metareum's faction after he was disappointed with the
Rembang faction. Actually Metareum felt that Haz was close to him,
and he had reminded him not to be deceived by the actions of the
Rembang {acion.n

As the congress was drawing close, a statute of the congress was
formulated and agreed. It is stated in this that there are no observers
for the congress, including the'ulami.s. This disappointed the Rembang
faction 'ulamis, because they hoped that they could attend as observ-
ers and as the advisers. Metareum, as chairman, was seen to be ignor-
ing their requirements for the proposes.z

A week before the congress, the Rembang faction had another meet-
ing in TMII, and it was there that the faction finally decided to choose

Jalil as the official candidate of the faction to compete with other can-
didates for the top spot of the PPP. This surely disappointe dHaz and
therefore, in the congress he left the faction and tried to make a new
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coalition.za

3. Sri-BintangPamungkas: a Single Pouer

Amid the maneuvers of the two mainstreams in the PPP,
Metareum's faction and Jalil's, Dr. Sri-Bintang Pamungkas rose as a

single figure to contend the PPP chairmanship. An economist, who
graduated from Ohio State University and is now on the teaching
staff of the Faculty of Technology, the University of Indonesian, he,
however, a new-comer to the PPP. He ran as a legislator and was
elected in the General Election two years ago.

Pamungkas is known as an outspoken politician of the PPP, and
tries to define it as an opposition party to the government parry,
Golkar. Because of his critical views, he gains sympathy and support
from a small layer of society, certain circles of students, NGO activ-
ists, intellectuals and politicians. The attendants at his strategic book
discussion a few days before the congress, such as Rudini, Ali Sadikin,
Gunawan Muhammad, 'WS Rendra, Adnan Buyung Nasution, and
many others, may show his political position.A

Pamungkas has questioned some political issues which are taboo
to most Indonesian politicians: the dual function of the Armed Forces
(Dwi-fungsi ABRI), the lack of an opposition politicalpany, the po-
litical parry act and the national succession. He disagrees with the dual
function of the Armed Forces in which they are not only responsible
for security and defense but also involved in the socio-political field.
Pamungkas views this as the source of an authoritarian regime. He
proposes that the dual function be abolished. Because of this view he
had been warned by his "fraction" in the DPR, and advised that he
might be recalled from his position as a legislator.

Pamungkas views the PPP as an Islamic p^rty. He said, "if the PPP
is in fact not an Islamic party I will leave it and establish an Islamic
one".75 According to himpolitics should be based on conscience guided
by faith, science and technology, Pancasila and the 1945 Constitu-
tion. He is convinced that "Pancasila will become an empry slogan
without being filled with a strong Islamic spirit".z

An ex-activist of the PII and a member of Expert Board of the
ICMI, Pamungkas views the weaknesses of the PPP as lying in some
internal cliques, an orientation crisis between the wish to be part of
the people or of the government, a lack of firm cadres, and a strong
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belief that it is difficult to state the truth and justice.

But is there aplace for apolitician like him in New Order Indone-

sial
One regulation of the congress is that a candidate for the PPP chair-

man must have been a functionary of the Party ^t 
the level of the

DPC, the DP\il to the DPP. This requirement surely cannot be ful-
filled by Pamungkas, because he has never been in any of these posi-

tions. He is a new-comer to the party. Therefore he has to forget his

wish to run for the election.
However the DPV of East Kalimantan nominated him as the chair-

man, and this made him continue his campaign. In order that he

could run for the election, he proposed that the above rule be changed,

but the committee of the congress ignored him and kept the regula-

tion. So the door was closed to Pamungkas.

Besides which, the representatives were limited to the functionar-
ies of the DPP and MPP only, three representatives of each DP\fl and

two of each DPC. The representatives of the DP\f and the DPC are

those who have been affirmed by the DPP.78 Therefore many PPP

figures were not allowed to attend the congress, e.g. Naro, Dault,
Pamungkas, Thamrin, Mardjono, Hasyim and many others. The bVais

of Rembang, as Jalil's success team were also not allowed, and they
were indeed disappointed with the congress committee.

But ironically, the congress was open to more than 50 government

officials of the Department of Home Affairs and the Armed Forces.

They were invited as observers, and as Pamungkas testified,D as lob-
byists of a government backed faction. It is they who controlled the

congress so that it was carried out in accordance with government

interests. M*y observers questioned their presence: how far would
they interfere in the selection of the new party chairman?

Besides this, the congress had also been troubled about its costs.

For this convention the PPP needed at least Rp 1.5 billion but had

only Rp 100 million in its coffers. The chairman of the Party,
Metareum, appealed to the government to provide adequate help with
funding. He said, "without the government's contribution we will
not be able to hold our congress".so The Government fulfilled the

request although did not provide as much as had been proposed, pro-
viding only one billion rupiah instead of the one and ahalf billion
requested.

Metareum and Jalil seemed to disagree about the governmental f;
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nancial help. To Metareum the help would nor decrease the indepen-
dence of the party, as the money is from the people but managed by
the government, and every party has a right to funding from the gov-
ernment. Jalil on the contrary viewed the help as making the party
more dependent on the government. He suggested that the congress
costs should be allocated from contributions fromparty members.sl

Despite the problem of the congress coast, ir was finally held and
opened by President Suharto, a chairman of Golkar's patron board
on 29 August 1994 at the Grand Hyatt Jakarta Convention Center
(}CC). According to the congress commirtee, the opening ceremony
was held at the JCC, in order ro commemorate the greatness of Indo-
nesia under Suharto's leadership, as it was at the JCC that the summir
of the non-Allied Countries Movemenr was held under President
Suharto's chairmanship a few years ago.

The following session were held at the plain lFrqj Dormitory,
Pondok Gede, Jakarta. To the commimee however, this place has a
special meaning, since it is there that Muslims prepare to go on the
pilgrimage to the holy land, Mecca.

This third congress was attended by 7t6 representatives ofZg+ DPCs
and27 DPrVs, by functionaries of the DPP and the MPP, and a chair-
man of PPP's fraction in the DPR. if viewed in terms of elements, the
MI element appeared dominant (see table /). Therefor e many observ-
ers nominated candidates of the MI for the 1994-99 rop spot of the
p^rty.

If seen from the DP\fl's general views it is evident that the ele-
ments were still determining factors in voting. 12 DP\7s nominated
Metareum of the MI to be re-elected ,2 f.rom East Java and \7est Java
nominated Jalil of the NU, and the remainder (9) asked the selected
Electoral Board or Formatter team to chose the chairman. Meanwhile
the outspoken Pamungkas gained no votes. But this overview cannot
be taken as representing real power in terms of elements because many
DPCs protested against the DP\(s'nominations.82 This is crucial to
consider since the DPCs represented the majority of the vorers.

At this congress it was agreed that the election of the chairman of
the party should be through an Electoral Board or formatrer te^m
which consisted of seven members and was elected by the representa-
tives. This team then elected the chairman and members of the DPP
and the MPP.83

The congress, which was guarded by 21OO military personnel, was
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Table 1z Representatives according to elements

Representatives

Elements

MI NU SI Perti Total

DPP
MPP
Aceh
Nonh Sumatra
'West Sumatra
Riau

Jambi
South Sumatra
Bengkulu
Lampung

Jakarra
'WestJava

CentralJava
Yogyakarta
East Java
South Kalimantan
'WestKalimantan

Cenral Kalimantan
East Kalimantan
North Sulawesi

Central Sulawesi

South Sulawesi

South-east Sulawesi

Bali
NTB
NTT
Maluku
Irtan Jaya
East Timor

t)lvo
962

182
23s5,\))
1347
11 -4
7262
a't1
651
621

30155
32362
84

27452
6 1,6

JIJ

68
51
429
4-4

25156
-7 1)

128-
967

14 12

84
r)/-
811

2

z

54
T9

22
JO

JU

t7
T6

zz
10

L2

9

52
72

/o
22
16

t4
It

18

10

48

10

20
15

26
12

22
10

3

2

2

Total 375 254 59 28 716

Source: Kompas (August 29, L994)
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enlivened by demonstrations and protests from Pamungkas' supporr-
ers. They were youths and students from severai regions and universi-
ties, and were grouped togerher in what they called rhe Forum Pernuda
MahasiswaPro Demokrasi F'PMPD, Forum of Pro-Democraric Youth
and Students). They came with large posters supporting Pamungkas,
and attempted to enter the congress aren . But the security guards
broke up their proresr.

Like Pamungkas, Jalil also had "informal" supporters. They came
"from centralJavaand also tried to enter the aren . Again rhe military
forces broke them up. They seemed to be very frustrated and said that
"the congress is really like being in hell".e Like being in hell was not
only felt by his supporters but also byJalil himself when the majoriry
of the DPVs proposed Mehreum for re-election. Jalil then antici-
pated the real power to be at the DPCs levels and, with his Rembang
facdon, he consolidated this power and lobbied some senior NU poli-
ticians. For example, they met KH. Idham Chalid and it was reported
that he was onJalil's side. This image was necessary ro consolidate the
pov/ers of the DPVs and DPCs of Kalimantan in which Chalid was
considered influential, although his secretary then denied that he had
supported Jalil.8s

However, Jalil stated, "I am still optimistic, because it is the 'ulamis
who back me in running for the election. Also in the next formatrers'
election the DPCs will be the real force instead of the DP\7s. Just
wait and see".86

The closer it got to the Electoral Board's election the more supporr
there was for Metareum. Some of the DPCs from East and Central
Java asJalil's two main bases, claimed they would vore for Merareum.
Conversely Jalil seemed not to be gaining supporr from represenra-
tives from outside Java except for some DPCs from Bali and North
Sumatra which were considered to be Naro loyalists. This proved the
coalition between Jalil and Naro.8z

Maneuvers in the congress not only intensified between Metareum's
andJalil's factions but also between Merareum's and the MI faction of
four led by Thamrin and Marjono. As is al,ready known, this faction
had nominated Chalil Badawi ro unsear the PPP rop spor. Thamrin
consolidated forces from the sidelines because he was not allowed to
enter the congress arena.88

However Badawi himself stated that he did not feel in comperition
with Metareum, and he seemed to be more accommodative and realis-
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tic when he said: "if I am elected to be a formatter I will keep the unity
with Metareum, and the sffucture of the formatters will be given to
him provided that he accommodates provincial aspirations".se

Amid the moves of the MI faction of four, Metareum seemed to
have intensified his coalition with Haz's NU faction. It was reported

that they ever come to an agreement about the formatter structure: 4

from the MI and 3 from the NU. However Metareum seemed to feel

insecure with the formation so he and his success team (Amini, Bafadal,

Kiaidemak, Hamzah and Adam) then announced a "formatter pack'

age" which consisted of Metareum, Amini, Kiaidemak, Bafadhal,

Ad"*, Asmoredjo and Hamzah. All of these were from the MI ele-

ment of Metareum faction. Haz and other NU men were excluded.rc

Haz andFadeli were surely disappointed and felt deceived, because in
the short time left it was almost impossible for them to consolidate an

alternative formatter team to accommodate their aspirations.el How-
ever it was reported as tf Hazand Fadeli would have returned toJalil's
faction. In fact they made a formatter team by themselves without
involving the Rembang faction. If they had returned to the Rembang

faction, said some observers, they would have gained at least four of
the seven formatters.

Meanwhile the faction of four also announced a formatter package

without Metareum in this. Jalil also announced his package without
Haz andHaz's also excludedJalil but interestingly included Metareum

and Badawi of the MI. Even Metareum and Badawi, beside Haz,wete
nominated for the top spot of the PPP.%

F{owever Metareum's package proved dominant (see table 2), and

some nominated figures such asHaz, Cholil Badawi, Thamrin and

Fadeli were tossed aside from the top seven, the Electoral Board' The

elected formatters were five from Metareum's faction (Metareum,

Amini, Kiaidemak, Bafadal and Asmoredjo) and rwo from the Rembang

faction (]alil and Syansuri Badawi). These two factions were known as

the most competitive and the most conflicting.
Among the votes there are some that were invalid. These were for

non-repfesentatives, such as Pamungkas. However it is interesting

that Pamungkas gained 14 votes compared to Naro who gained none.

The elected formatters (table 3),1ed by Metareum as he gained the

majority, should soon comPose new stnrctures of the DPP and the

MPP for the 1994-t999 period. It was hoped that the Electoral Board

would compose the structures by consensus. However, many observ-
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Table 2: Votine for formatter candidares
in the third colngress of the PPP, 1994

ers were pessimistic about the consensus since the two factions in the
Electoral Board were known to be conflicting, and this was prove
when the Electoral Board came ro a deadlock and failed to compro-
mise.

How the process of decision-making came to a deadlock was re-
ported by Amini on the floor of the congress and it was stated rhat
Jalil agreed with her.

Matori [Abdul Jalil] asked for a seven NU men quora, including
tlre positions of general secretary and chairman of the MPP. The board
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Candidates no. element
of votes

Candidates no. element
of votes

A. Materium's Dachape
Ismail Hasan Materium
Ali Hardi Kiaidemak
AisvahAmini
Muhsin Bafadhal
M. Diufri Asmoredio
Didili Iskandar
Ali Marwan Hasan

B. Ialil's Pachape
Matori Abdullalil
KH. Syansuri Badawi
Ahmail Karmani
Rusnain Yahya
Saaduddin Ibiahim

f$ffixsg;'
C. Thamrin's Pachase:
Cholil Badawi "
Taiudin Ibrahim
AlfianDharmawan
Yahva
Aziilmran
Soritua Sireear
Deddv Sutaidi

D. Non-pachape aotes:
M. Rodia
HamzahHaz
Svaiful Anwar Husein
Sbelaiman Fadeli

MI
MI
MI
MI
MI
MI
MI

230
156
IfJ
r39
r28
128

87

134
.i.J I
r23
82
56
47
44

83 MI
63 MI3l?
20?
)l

70 NU58 SI37 NU

NU
NU
NU
NU
NU
MI
SI

YudoParipurno 24Svafriansvih 22
Hasan Dissy 16
Y. R.l Tiokioaminoto 8
M. Buane 7Zarkasihlloor 6
Yusuf Pardamaian 5
Zain Badieber 5AnsharySyam 4
Tosari $Tiiava 4
M. Syafie Noneke 4
Arwis Ranqkuii 3
Usman Saidi 3Mardinsyah 3
Barna Srimantri 3Darussamin 2
Abduh Padare 2
Rustam Effendi 2
Mukrom Asad 1
Chozin Chumaedi 1

Yusuf Syakir 1
Ramli Nurapi 1EmronPangtapi L

E.Inoalid votes:
Sri Bintang Pamungkas 14
Zarnwdinfr[Z " 1

Husnie Thamrin 1HMDault 3
M. Shaleh Khalid L
Mohd. Rozak 1
M. Raiab 1

Perti
NU
?

SI
Perti
NU
?

NU

NU
?

?

?

MI

iw
i
i
MI
?

MI

none
?

MI
MI
MI
i

Total
Invalid votes
Valid votes
Imperative votes

1,4

224Q
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Table 3: Electoral Board o{ the third congress

ofthe PPP 1994.

Name Faction

Ismail Hasan Materium 230 MI Materium
Ali Hardi Kiaidemak 156 MI Materium
Aisyah Amini L53 MI Materium
Muhsin Bafadal 139 MI Materium
Matori Abdul Dialil t34 NU Rembang

Syansuri Badawi L3L NU Rembang
Diufri Asmoredio 728 MI Materium

No. o
votes

agreed with him, but he insisted that he and his faction fRembang]
chose the seven NU men and he himself requested the secretary gen-

eral position. The board disagreed and Jalil asked that the discussion

be postpone d for a few minutes to consul with his faction. Then the
discussion was continued, butJalil and Badawi entered with no other
alternatives. Jalil and Badawi then walked out, and the discussion was

continued with only five members fMetareum's faction] of the board.
Ve finally completed our duty to compose compact and harmonious
functionary stnrctures of the DPP and the MPP".el

The composed structures keep Jalil's aspiration of including seven

NIJ men, including the positions of general secretary and chairman of
the MPP. Jalil was not included in the structure, but Badawi was. He
was chosen as vice chairman of the MPP.%

In the meantimeJalil stated that he and fH. Syansuri Badawi could
not compromise as they had to follow the aspirations of the 'ularnis
(Rembang).'What he proposed in the Electoral Board discussion was

the 'ulamis'aspirations.The 'ulamis want the NU cadres who sit in
the DPP and the MPP to be those who have mass support, united
with the grass root masses. It is the 'ulamis who know these cadres

instead of Mehreum's facdon, because the 'ulamis have contact with
the masses. Metareum's faction, said Jalil, seemed to prefer cohesive-

ness or solidiry among the DPP and MPP rather than mass suPPort.
It was also reported that the'ulamis met Metareum to discuss the

stnrctures before the Electoral Board was elected. The'ulamis claimed
that Metareum would accommodate their aspirations as conveyed by

Jalil. Therefore they felt harassed when he in fact did not take up
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Functionary Structures of the DPP
and MPP of the Central Committee of the PPP 7994-1999

The DPP:
Chairperson : H. Ismael Hasan Merareum (MI)
Vice-chairpersons : Aisyah Amini (MI)

Hamzah Haz (NLI)
Ali Hardi Kiyayidemak (IvII)
Yudo Paripurno (Perti)
Djufri Asmaredjo (MI)
Zain Badjeber (NLI)
Syaeful Anwar Husein (SI)

Yusuf Syakir (lvII)
ZarkasihNoer (NtI)

General Secretary : Tosari \fidjaya (NQ
Vice-gen. Sec. : Muchsin Bafadhal (MI)

HM. Buang (Perti)
Bachtiar Hamzah (MI)
Yusuf Rizal (S!
H. Abduh Paddare (NtI)
H. Ali Marwan Hanan (MI)
H. Anwar Nuris (NIJ)
Abd. Muis AY 0.{D

: FaizaalBasyir (Ir{I)
: Danial Tanjung (NtI)

: Maemun Zubaer (NU)
: Jusuf Hasyim ${tt)

Syansuri Badawi OiU)
RusdiHamka (MI)

ff*r"'l;iulubis 
(Mr)

Oesman Suhaedi (Perti)

Jalil's proposals. Because of this disappointment Syansuri Badawi, one
of the 'ulamis, claimed that the srnrctures of the Dpp and the Mpp
formulated by Metareum's facdon were invalid or illegitimate, and he
then refused to sit in the MPP's structure when he was chosen.

Jalil's claim that Metareum preferred solidity among the Mpp and
the DPP to mass supporr, was shown ro be reasonable when Tosari
Wijayawas chosen as secrerary general. This is because \Tijaya is not
very popular compared to Jalil or lHraz even among the NU commu-
nity, even though he is a functionary of the Central Committee of rhe
NU. \Tijaya himself claims very close ro Metareum, which is prob-

Sadia khmika, Vol. I, No, 3, 1994

Treasurer
Vice treasurer

The MPP:
Chairman
Vice-chairpersons



TIre Dmaluation of Aliran Politks 209

ably why he was chosen for the sake of solidity among the Central

Committee of the PPP.
\When Badawi refused to sit as the chairman of the MPP, Metareum

ordered Haz to lobby KH. Maemtn Zvbet, another NIJ's senior

'ulami, to replace him. Zuber at first appeared reluctant to take the

position, and he viewed Jusuf Hasyim as better for the position. But

i-I"" p"rr,raded him that he was more acceptable. "Pak Ud flusuf
Hasyim] is less acceptable to the government", said Haz.es Hasyim

himself was chosen as a vice chairman of the MPP, but he appeared

reluctant to joint the MPP. He criticized the Electoral Board because

they were considered to be unable to reach a consensus, and he also

objlcted to being chosen for the position because he was not asked

previously.

A New Political Party: a Reaction

The congress ended with the success of Metareum's faction. This

surely disappointed other factions, Pamungkas and the Rembang fac-

tion being among those who expressed their disappointment.

In his evaluation of the congress Pamungkas wrote,

... the winner of the congress has been determined by the entry of the

authorities [government] into the congress' arena as an invited party. This is

very ironic ... when members of the pany [itselfl were not allowed to enter "'
[The authorities] were not hapbazardly tnvited but specifically to interfere ...
Lundreds [of the authorities] entered the congress room in disguise . '.' offi
cials from socio-political af{airs section of the Depanment of Flome Affairs
entered the congress room. They, individually or rogether with the security

guards, really inrerfered with rhe formatters' election and also with the com-

posing of the electoral board. Directly or indirectly intervenrion has taken

place. They erren entered the rooms of voters [to interfere with them]. This is

oot really ih. congress of the PPP, but of the authorities. A lesson from the

congress is that there is a strong collaboration between the Party's functionar-

ies and the authorities for the sake of the chairman's position.

The intervention of the government is obviously hard to avoid. It also

happened at the PDI congress. Flowever at the PDI congress the.authorities

came without invitation. In the PPP congress the authorities on the contrary

came and were asked to enter the arena because the party chairman invited

rhem. So there was collaboration and agreement between the PPP chairman

and the authorities. Therefore the PPP congress was relatively more 'peace-

ful' than the PDI's. ... the PPP has been made 'yellow' (dihuninghan).e6

Pamungkas' evaluation is in someways tnre' because in Indonesian
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politics the intervention of the authorities (the military and Golkar) is
not unusual. In the Deparrment of Home Affairs there is a Director-
ate General which plays a parron role in the party system in Indone-
sia. In the Armed Forces there is also a socio-political affairs section
which is responsible for the implementation of the dual-function of
the Armed Forces, and in practice is also responsible for controlling
political parties. How these two politicai institutions of the New or-
der interfered with the PPP congress was also admitted by Metareum
himself when he said that he had to consulr the two institutions when
he wanted to choose functionaries of the MPP and the Dpp, particu-
larly for the position of general secretary.eT

Because the results of the congress do not accommodate his inter-
ests or aspirations, Pamungkas said that he was considering leaving
the party and establishing the new one, which would be mo.e inde-
pendent or even be a similar opposition party because that is what is
necessary to control the authorities, as a prerequisite to a desired demo-
cratic state.

A more major disappointmenr occurred within the NU commu-
nity, particularly in the Rembang faction. Even \ilahid, chairman of
the NU who claimed to be neutral on PPP's affairs, seemed unable to
hide his disappointment with the results of the congress when Jalil
was not elected. He said that, with a non-NU man in the top spot of
the party, the NU community who have been supporters of the parry
to date, would leave it.e8 "The newly elected Dpp is less represenra-
tive of the hopes of NU devorees. If in reality their aspirations are ,rot
accommodated they will probably vote for ... pDI, Golkar or shun
the fnext general] election (Golput)".w \flhen he was asked whether he
would appeal to NU devotees to vore for PDI or Golkar instead of
PPP, he answered: "Ir is roo early f.or the central committee of the
NU to appeal to its members to convert to rhe pDI. ... although it is
necessary to appeal fto vote for the PDI] this is to avoid them shun-
ning the election. If I did not appeal to rhem, a boycott of the next
general election would be undertaken by many. If I appeal to them to
vote for the Golkar this will be difficult because thii party does not
suit them. so shunning the general election or voting fo. tL. pDI are
left as the alternatives".l0o $trahid, likeJalil, also considers that the NU
men in the new functionary structure of the DPp'are not mass based
politicians.

Disappointment was also expressed by KH. Cholil Bisri, as the
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house head of the Rembang meeting: "Metareum had promised to
choose Matori [Jalil] as the secretary general ... But in fact he did not
keep his promise. ... we feel harassed by him breaking this promise"'101

KH. Idham Chalid -a figure of the Cipete NU, a rival of the
Situbondo NU now led by \fahid- conversely holds the view that
the congress was successful. He sees that there are now more NU men
in the new composition of the Central Committee of the PPP. He
then assessed that there are charismatic figures among them, and there-

fore there is nothing to worry about if NU members will leave the
party.rct

In accordance with this opinion, Gen. Aminullah Ibrahim of the
Armed Forces' 'fraction' (Fraksi ABRI) in the DPR stated that the
congress was successful and the process was democratic.los More a spe-

cific assessment was given by the Armed Forces' spokesman, Syarwan
Hamid, who had nominated Metareum, when he said that Metareum
was indeed more popular.lil

However, Cholid's opinions and the Armed Forces'views seem

not to cure the disappointment of the Rembang faction. They became

more and more disappointed even to an unthinkable level, if this is
understood in terms of aliran politics, when they considered convert-
ing to the PDL KH. Alawy Muhammad, a charismatic NU byai of
Sampang, said that he was thinking of joining the PDI.

That statement seems to have bee taken seriously by the PDI's
functionaries. Even Muhammad himself prop osed a hhaul (passing cer-

emony) for Sukarno, the first president of Indonesia and a symbol of
the PDI's power, at his pesantren, in Sampang, Madura.

Also the byais of theRembang faction continue to consolidate Pow-
ers to make the NU more involved in politics. KH. Syansuri Badawi
has a plan to revise the consensus of returning to rhe 1926 kbittab.He
hopes that the NU will return to political party: to the PPP or by
establishing a new party. This can be proposed as an agenda item in
the NU congress to be held at the end of this year in Tasikmalaya,
Vest Java.

'$Thether the NU will decide to return to politics or to sdck to the
1926 khittab depends on how its elite defines Indonesian New Order
politics. Their definition, however, will not be very independent. They
have to take account of the authorities' definition of Indonesian poli-
tics. It is not too pretentious to assume that they will generate their
definition from that of the authorities.
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The authorities' definition is reflected in Presidenr Suharto's speech
delivered at a reception commemoraring the 30th anniversary of the
ruling party Golkar:

Indonesia does not need a new politic al party or functional group
[Golkar] .. . the current three politi cal organtzations, Golkar, the United
Development Partlr @PP) and the Indonesian Democratic Parry @DI),
are adequate. ... Ve have had unfortunate experiences with a multi-
party system. It hampered political decision-makirg. ... the currenr
system has created polidcal stability, crucial ro rhe national develop-
ment effort. Therefore we need to continuously maintain, solidify
and improve our political order. \7e don't wanr to add a new political
party or a new functional grouping.105

This ruling definition of political parries or p^rty politics in Indo-
nesia seems to have closed the possibility of establishing a new politi-
cd, party in order to accommodate the political aspirations of the NU
factions after their disappointment with rhe PPP. Even in an audience
of NU 'ulamks with President Suharro to ask him to open the NU
congress he said that keepingthe 1926 khittah is a correct commit-
ment.106 "I am grateful, feel h"ppy and thank God for the commit-
ment of NU community in keeping the khittab", he said.1oz

This means that it is almost impossible for the NU to return ro
formal politics. Perhaps some NU 'ulamAswtlloppose the ruling deci-
sion, but it will be political suicide, or rhey will define it as "political
martyrdom".

If the possibility of new political party for the NIJ community is
almost closed, how will they articulate their political aspirations or
interests? Vill they leave the PPP? The lasr congress of the PPP is
perhaps an experience to answer the question: \What lessons can be
learned from the congress? \fhy did the Rembang faction fail?

The State and the Aliran Politics

Amir Santoso observed that the success of Metareum rested on his
ability to understand Indonesian political culture. He explains,

Those who are vocals, like Pamungkas and Djalil, that is, those who cam-
paign are usually not elected. On the other hand those who remain silent hold
a good possibility of becoming a member or even chairman of an organiza-
tion. ...
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In Indonesia, to present oneself is considered as a show of arrogance or
stirring up trouble. Those who have ambition of becoming a Pafty chairman
will have !o be aware of this aspect of Indonesian culture.lo8

Santoso seems to igrror.'; the probable intervention of the state.

He sees the Indonesian culture instead of the state as explaining
Metareum's success, and the failure of Jalil, Pamungkas and the oth-
ers.

The political culture referred to by Santoso is usually associated

withJavaneseness, but it is also common among Muslims. If it is true
that the failure of Jalil, for example, is due to his failure to understand
the culture, what kind of culture is this? Jalil is Javanese, and there-
fore he must be more familiar with the culrure than Metareum who is

Acehnese. In terms of culture Jalil must have had 
^ 

greater chance

than Metareum to gain the PPP chairmanship. So it is doubtful if the
success of the latter is connected to culture.

Syamsuddin Haris110 of the Indonesian Science Institute (LIPI) at-

tempted to give a "holistic" explanation of the NU failure, particu-
larly of the Rembang faction. He says that there are three factors in
this faction's failure in the congress: 1) their political behavior, 2) the
relationship between the authorities and parry politics and 3) internal
conflicts within the NU.

The political behavior of the NU politicians was very demon-
strative: they demonstrated that they were supported by large masses.

They defined that mass support is significant in unseating the chair-
man of the PPP. This was a mistake, because mass support is not very
relevant to Indonesian politics which is more determined by the elite
(authorities) rather than the masses.111

F{e argues that the New Order government defines political par-

ties as "partners" instead of as articulators of people. The elites of the
parties will be accepted only if they are accommodative to the au-

thorities. So, the authorities are the only powerful givers of blessing

to any political elites. The 'ulamis or the people are not significant
here.

Also the authorities have not forgotten the "political sins" of the
NU, since they opposed some government proposals: the marriages'
act, the general election act, etc. They are also known to have sup-

ported the "Petition of Fifty" (Petisi Limapuluh), an opposition
group.112

Haris also sees internal conflict within the NU as a factor in its
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failure. The commitment to return to the L926 bhittab has in fact
polarized NU into some factions: 1) supporters of "pure khittah",
who really want to free the NU from formal politics such as political
parties. They want the NU to focus its activities on social, economic
and religious affairs (education, income generating, etc.); 2) ex-politi
cians of the PPP who were removed especially Hasyim's circle during
Naro's chairmanship, who still dream of returning to the PPP; 3) NU-
PPP politicians of the Cipete faction, in which Idham Chalid has be-
come a figure head, who are known as more accommodative to the
MI element of the PPP as well as the authorities; 4) the NU politician
'ulamis of the PPP, known as the Rembang faction, who believe that
the hyail charisma makes people vote for the PPP; and 5) NU politi-
cians of other political parties, Golkar and the PDI, who condemn
PPP politicians use of the NIJ's name in their political maneuvers.

Amid this polarization the central committee of the NU appeared
ambivalent in its view of the PPP's congress: at one time it was said
that the NU is neutral to any political pxry,but at another they showed
their disappointment with the Rembang faction's failure.

Haris also predicts that the prospects for the NU's involvement
with the PPP will not be relevant if it is based on an ideologt: Islam.
This is because the prospects of the party will have to depend on ratio-
nal and pragmatic programs otherwise it will have no supporters. He
argues that the ma1ority of voters in the future will be a new gener^-
tion with less ideological sentiments as they were born in the time of
non-ideological competitions. Besides,Islam is no longer the monopoly
of the PPP, other political parties have also claimed themselves as

Islamic and they often compete with each other in the name of Islam.
Afan Gaffar 113 of Gajah Mada University observes that the Rembang

faction failed because they forced themselves to nominateJalil, whereas
he did not accommodate Metareum enough. Besides which, Jalil did
not have enough access to the DPVs and the DPCs compared to
Metareum. His lobbying and coalition were limited to within the NU,
whereas Metareum crossed the element boundaries of the PPP. Thus
Metareum was more acceptable.

Compared to Metareum, Jalil's maneuvers took less account of the
superstnrcture's (the authorities') aspirations. Metareum, however, had
no doubts about leaving his senior colleagues in the MI for the sake of
his position at the top of the party as they were considered less accepr-
able to the authorities.
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The failure of the Rembang faction, according to Gaffarlla will not
make all NU members leave the PPP. Those who will leave the party
are perhaps from the Rembang and theJombang factions. Meanwhile
the Cipete faction will remain loyal to the party. He also doubts a

move by some of the NU 'wlamks to join the PDI, because the NU
and the PDI are culturally incompatible. If an 'ulamAs joins the PDI
he will be challenged by the Christians and secularists within the parry.

Gaffar also hypothesizes that the failure of the Rembang faction
will not make NU politicians leave the p^rty, because they will some-

how choose something more pragmatic than sustaining their emo-

tional relationships with thefoiais. Becoming apolitician is interesting
enough economically.

In the above explanations by Haris and Gaffar there are some in-
consistencies, perhaps because of the complexities of the PPP phe-

nomena.
On the one hand, Haris and Gaffar argue how the New Order

state was a determining factor in the election of the PPP chairman,
but on other hand they tend to blame the Rembang faction (|alil) for
their failure to understand the political aspirations of the authorities.
Besides which, Haris sees the decision to return to the 1926 kbittab as

a source of the internal conflicts of the NU and this is also another
factor in their failure at the congress. However he does not see any
correlation between that decision and the political engineering of the
authorities, whereas this engineering is clear cut, as a result of the
depoliticization of masses by the holders of powers. It is no wonder
that President Suharto was the first to say "thank God for the 'ularnis'
commitment to keep the decision of returning to the t926 hbittah".

Gaffar's analysis also seems to be incoherent when he predicts that
the politician 'ulamis will not join the PDI because they are cultur-
ally incompatible. Yet he also hypothesizes that the pragmatic inter-
ests of NU politicians are more determinant than their emotional re-

lationship with the 'ulamhs. Therefore they will not leave the PPP

because becoming a legislator of the party is economically worthwhile.
For the sake of economic or pragmatic interests, why is it not possible

for the politician 'ulamis to leave the PPP and join the PDI? Gaffar is

still constricted here by the concept of aliran politics.
Explaining the PPP congress and conflicts within the party within

the conceptual framework of aliran and the elements of the PPP,

appears more clearly in Loade Ida's analysis, from the Uhlaw.11s He
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argues that the fusion of the PPP is hard to achieve because of the
sharply differing elements within the party, particularly that of the
MI and the NU. These rwo elements are considered to have very dis-
tinct ideologies or value orientations and, therefore, it is hard to com-
promise them. In Indonesian political discourses, MI is usually under-
stood as a modernist Muslim political organtzation, and NU as tradi
tionalist Muslim group.

Ida seems to ignore the pervasive developmental programs driven
by the authorities which cannot be avoided by ^y community such
as the NU. It is hard to deny that the NU community has become less

traditional: how unmodernist are NU men such as \fahid, Mahfudz,
Masdar Farid Masudi and particularly many of the new generation of
the NU when they work together for peace and democracy with, for
example, Catholics and Protestants through Fordem, Kompas,Interfidei
and many other organizations or forums? If the aliran had really con-
stituted the NU they would have preferred to have worked exclu-
sively with other Muslim organizations rather then with non-Muslim
grouPs.

The inadequ acy of the conceptual framew ork of aliraz politics to
explain the contemporary PPP phenomena has implicitly been de-
scribed above at length. In concluding this article however, it needs
to be more stated explicitly.

In the congress there arose many factions and coalitions among the
PPP activists, not because of their ideological differences or affinities
but rather because of their temporal interests to fight for the chair-
manship of the p^rty.In order to achieve this target, Merareum's fac-
tion may have made a coalition with the Cipete NU, and Rembang
NU faction with Naro. The elements in fact did not hamper them in
making elemental cross-coalitions.

However the elemental cross-coalitions seemed to be insecure for
the target, so they not only crossed the elements but also the aliran
lines. The santris in PPP should also make coalitions with the authori-
ties which are considered culturally more Javanese (Priayi and
abangan). These aliran cross-coalitions are actually a determining
factor of whether a faction will lose or win the game. The faction
which can make a coalition with the authorities is that which is con-
sidered most acceptable to the letter. Metareum's faction seemed to be
the one because, under his chairmanship, the PPP can play its role as

aloyal, client (the authorities being its good patron), not an opposi
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tion party.
A, dnaluation of aliran politics in the PPP seems to be occurring.

The central agent of that devaluation is clearly the New Order state

with its developmental or modernizing programs, and
developmentaiism seems to have substituted the alirans.

Development that is driven by the government particularly through
educational programs and certain political policies, obviously has

pervasive consequences both socially and culturally.
The massive education program has opened vertical mobilization

including that of rural to urban, in which most of the Muslim com-
munity are within the stream of mobilization. Santri Children be-

come exposed to more cosmopolitan culture especially through their
education. They enter modern schools, built by the authorities, to-
gether with children from other alirans: Christian, abangan, priyayi
and secular modernists. They grow to be a more urban and cosmo-
politan generation, relatively free from aliran conflicts. Therefore
alirans have become a less socially significant factor than the
developmentalism. The new generation generally does not experi-
ence open ideological or aliran conflicts along their lives in New Or-
der Indonesia. This cannot be separated from the intensive efforts by
the authorities to maintain national stability.

This New Order generation therefore has different political aspira-

tions from those of their parents. They are culturally more pragmatic,
rational, and so forth, and therefore they would rather define polidcal
parties as interest groups than ideological ones. This generation is less

familiar with the old socio-political leadership: the kyais or 'ulamAs.

In the NU communiry, this generation manifests itself, for example,
in the FKGMNU, who condemned the byail involvement in the PPP.
This generation views their maneuvers as "purely" political tactic in
the name of the NU. This layer of the NU community is growing,
and it is upon their shoulders that the future of the NU rests. They are

less and less convinced by the 'ulami's political leadership which is

therefore fading away or in crisis. The'ulamis could claim to be lead-

ers of the masses, but their relationships with the masses has changed,
and the masses can no longer be mobilized for emotional proposes.
Devaluation of the 'ulami's leadership can not be avoided.

The slackening of the political role of rhe 'ulamis would have
taken a long time if it had only occurred through mass education.
Therefore the authorities should specifically engineer that devaluat-
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ing process through political policies: fusion of Islamic political par-
ties into the PPP and establishing Pancasila as the sole ideology of
political and social organizations. The fusion is closing the political
story of the NU and its 'alamis, and establishing the Pancasila as the
sole ideology has closed the books on the NU and the PPP as one of
the alirans in the arena of New Order politics. The idea of returning
to the 1926 kbittab is, at leasr indirectly, a resuk bf that political engi-
neering.

Deideologying Islam within the NU has opened new opportuni-
ties for the NU community to join other political parties (the Golkar
and the PDI;.tte Khalid Mawardi and Slamet Effendi Yusuf may join
Golkar without becoming less Islamic. KH. Choliq Murod may also
join the PDI without any significant obstacles. Observing these phe-
nomena, it is no wonder that KH. Alawv Muhammad of the NU is
thinking of joining the PDi.

Devaluation of aliran politics within the political parties is occur-
ring, and the PPP is vulnerable to that process as reflected by the
congress. Islam as aliran politics disappeared in the congress, power
per se has become determinant factor of their coalitions and maneu-
vers in the congress, and the state has played a cenrral role in that
aliran devaluation of the PPP.
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